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The problem of village asset management is a problem that often occurs at villages in 
Indonesia. The basis of this study was on the implementation of the Minister of Home 
Affairs Regulation no. 1 Year 2016 About Village Asset Management in Bakung Village, 
Ogan Ilir Regency. The village asset management is divided into three aspects: 
management and planning of village assets, utilization and security of village assets, 
and the elimination, alienation and administration of village assets. The policy 
implementation approach used is from Merilee S. Grindle theory which divides the 
successful implementation of a policy that can be viewed from two sides: content of 
policy and context of implementation. The entire research was conducted in a 
descriptive qualitative research scheme with data analysis techniques using interactive 
models from Miles and Huberman The findings of the study found that the forms of 
village asset management efforts conducted in Bakung Village of Ogan Ilir Regency 
were not in accordance with the concept of Law and Implementation of the Minister of 
Home Affairs Regulation no. 1 Year 2016 About Village Asset Management in Bakung 
Village, Ogan Ilir Regency which has not been successful. In a review of the 
implementation theory of Merilee S. Grindle for the content of policy dimension, there 
were still many implementers and policy targets that did not understand the content, 
purpose and objectives of the Minister of Home Affairs Regulation no. 1 Year 2016 
About Village Asset Management. Meanwhile, the context of implementation of the 
inhibiting factor found was that there had not been too many efforts made by the 
regency government in implementing this regulation. 
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Abstrak 
 
Persoalan pengelolaan aset desa adalah permasalahan yang kerap terjadi di desa-desa 
di Indonesia. Landasan dari tulisan ini adalah penelitian tentang implementasi 
Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Bakung 
Kabupaten Ogan Ilir. Pengelolaan aset desa dibagi menjadi tiga aspek yaitu 
pengelolaan & perencanaan aset desa, pemanfaatan & pengamanan aset desa, dan 
penghapusan, pemindahtanganan & penatausahaan aset desa. Pendekatan 
implementasi kebijakan yang digunakan adalah dari teori Merilee S. Grindle yang 
membagi kesuksesan implementasi suatu kebijakan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu 
content of policy dan context of implementation. Keseluruhan penelitian ini 
diselenggarakan dalam skema penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik analisis 
data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Temuan dari penelitian 
adalah bahwa bentuk-bentuk upaya pengelolaan aset desa yang dilakukan di Desa 
Bakung Kabupaten Ogan Ilir belum sesuai dengan konsep perundangan dan 
Implementasi Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa 
Bakung Kabupaten Ogan Ilir dinyatakan belum berhasil. Dalam tinjauan teori 
implementasi dari Merilee S. Grindle untuk dimensi content of policy masih banyak 
para pelaksana dan target kebijakan tidak memahami isi, maksud, dan tujuan dari 
Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa ini. Sementara pada 
dimensi context of implementation faktor penghambat yang ditemukan adalah bahwa 
belum terlalu banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam 
implementasi peraturan ini. 
 
Kata kunci: Aset Desa, Implementasi Kebijakan, Permendagri No 1 Tahun 2016. 
 
PENDAHULUAN 
Desa saat ini diharapkan memiliki kemampuan untuk mengelola 
pembangunan yang lebih mandiri yang didukung oleh semua pihak dan 
sumber daya yang ada di desa. Salah satu bentuk sumber daya yang dimiliki 
oleh desa adalah segala sesuatu yang termasuk di dalam kategori aset desa. 
Berdasarkan definisi dari peraturan perundangan aset desa adalah barang milik 
desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak 
lainnya yang sah. Definisi lainnya mengatakan bahwa aset desa adalah segala 
sesuatu yang bernilai, yang dapat dikelola dan dikontrol oleh desa, dan 
dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Aset desa 
berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah (Sutaryono 
dkk: 2014).  
Pemerintah desa di dalam mengelola aset desa harus berdasarkan 
peraturan perundangan yang ada. Berbagai tahapan mesti dilakukan di dalam 
pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa di dalam peraturan perundangan 
diartikan sebagai rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, 
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penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, 
pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian aset desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pengelolaan kekayaan milik desa 
dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian 
hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai 
ekonomi dan  Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan 
pendapatan desa. Perkembangan terbaru mengenai persoalan aset desa 
adalah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 
Pengelolaan Aset Desa (Permendagri No. 1 Tahun 2016) yang merupakan 
rincian dan bersifat sebagai panduan teknis mengenai pengelolaan aset desa. 
Pada level implementasi, pengelolaan aset desa ternyata tidaklah mudah. 
Banyak desa yang dalam hal ini melalui pemerintahan desanya belum mampu 
mengelola aset desa bahkan belum mampu mengklasifikasikan berbagai jenis 
aset desa yang ada. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak efektifnya 
pemasukan desa dalam hal keuangan yang bersumber dari kekayaan desa. 
Selain itu juga pengelolaan yang tidak efektif terhadap aset desa ini berdampak 
pada angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat desa yang tidak 
membaik. Pada level implementasi umumnya pemerintah desa bahkan belum 
mampu untuk memisahkan dan mengelompokkan jenis aset desa sesuai 
dengan kodefikasi aset desa yang telah ditetapkan di dalam berbagai 
peraturan perundangan yang mengatur akan hal ini. 
Desa yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah Desa Bakung 
Kabupaten Ogan Ilir. Desa Bakung merupakan salah satu desa yang terletak di 
wilayah Kabupaten Ogan Ilir tepatnya di Kecamatan Indralaya Utara dan 
merupakan salah satu desa yang lokasinya berdekatan dengan batas antar 
kabupaten. Terdapat beberapa indikasi permasalahan yang berkenaan dengan 
aset desa yang diidentifikasi melalui pra obeservasi di desa ini. Berdasarkan 
observasi pra-riset yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa potensi 
desa yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan desa yang merupakan salah 
satu unsur aset desa, seperti misalnya Pasar Desa Bakung. Akan tetapi hasil 
pengamatan menunjukkan bahwa pemerintah desa belum memberikan 
concern sepenuhnya pada unsur-unsur yang dapat dimasukkan sebagai aset 
desa yang pada akhirnya nanti dapat dimanfaatkan oleh desa sebagai sumber 
pemasukan. Sementara dari sisi peraturan sesungguhnya pemerintah telah 
menerbitkan Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa 
yang seharusnya dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah desa untuk 
mengelola aset desa. Persoalan ini mendorong peneliti untuk mengetahui (1) 
bentuk-bentuk upaya pengelolaan aset desa yang sejauh ini telah dilakukan; 
(2) keberhasilan implementasi Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang 
Pengelolaan Aset Desa; dan (3) faktor yang menjadi penghambat dalam 
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Implementasi Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa 
di Desa Bakung Kabupaten Ogan Ilir. 
 
KERANGKA TEORI 
Aturan detil mengenai aset desa sesungguhnya adalah sesuatu yang relatif 
masih baru di Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2016 (Permendagri No. 1 Tahun 2016) Tentang Pengelolaan Aset Desa adalah 
peraturan yang juga dapat difungsikan sebagai petunjuk teknis mengenai 
pengelolaan aset desa namun masih tergolong sebagai peraturan yang baru 
dikenalkan kepada pemerintah desa. 
Aset desa di dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 dijelaskan sebagai 
barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau 
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau 
perolehan Hak lainnya yang sah. Sementara  pengelolaan aset desa dijelaskan 
sebagai rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, 
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, 
penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian aset desa. Mengingat bahwa peraturan ini adalah kebijakan yang 
tergolong baru maka 14 dimensi dari pengelolaan aset desa tidak akan diteliti 
secara keseluruhan. Fokus kajian hanya akan mengambil beberapa dimensi 
dari pengelolaan aset desa terutama dimensi-dimensi awal dari pengelolaan 
aset desa tersebut untuk diketahui sejauh mana telah terimplementasi oleh 
pemerintah desa. 
Pendekatan implementasi kebijakan publik yang digunakan di dalam 
penelitian ini adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. 
Grindle (1980:7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum 
tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. 
Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994:15) menyatakan bahwa 
implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 
dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan 
untuk mencapai tujuan. Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa proses 
implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, 
program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan 
untuk mencapai sasaran. Selanjutnya Grindle berpendapat (dalam Winarno, 
2012:149) yang memberikan pengertian berbeda terkait dengan implementasi, 
yaitu : 
“Tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang 
memudahkan tujuan–tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak 
dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu tugas implementasi adalah 
mencapai terbentuknya “a policy delivery system”, dimana sarana–sarana 
tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan–
tujuan yang diinginkan”. 
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Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dapat 
ditinjau dari 2 (dua) dimensi yaitu: 
1. Isi kebijakan (content of policy) yang mencakup: (1) sejauh mana 
kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi 
kebijakan, (2) jenis manfaat yang diterima oleh target groups, (3) sejauh 
mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, (4) apakah letak 
sebuah program sudah tepat, (5) apakah sebuah kebijakan telah 
menyebutkan implementornya secara rinci, (6) apakah program didukung 
oleh sumber daya yang memadai. 
2. Lingkungan implementasi (context of implementation) yang mencakup: (1) 
seberapa besar kekuasaan, kepentingan,dan strategi yang dimiliki oleh 
para aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik 
institusi dalam rejim yang sedang berkuasa, (3) tingkat kepatuhan dan 
responsivitas kelompok sasaran. 
Penelitian ini akan menggunakan teori ini sebagai analisis untuk 
mengetahui efektivitas implementasi Permedagri Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Bakung Kabupaten Ogan Ilir. 
 
METODE PENELITIAN 
Permasalahan yang telah dijelaskan di atas akan dianalisis melalui 
pendekatan kualitatif. Strauss & Corbin (2003) mendefinisikan penelitian 
kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh 
melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sementara Nana 
(2007) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah cara untuk mendeskripsikan 
dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, 
persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian 
kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
berjenis deskriptif atau yang dikenal dengan deskriptif kualitatif. Metode 
analisis deskriptif seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008) “adalah 
metode yang digunakan untuk mengambarkan atau menganalisis suatu hasil 
penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.  
Lokasi penelitian ini berada di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara 
Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Unit analisis pada penelitian ini 
adalah kelompok. Kelompok yang dimaksud adalah Pemerintah Desa Bakung 
Kabupaten Ogan Ilir. Penentuan informan dalam penelitian ini digunakan 
secara purposive yang ditetapkan secara sengaja dengan kriteria tertentu. 
Kriteria tersebut adalah individu–individu yang menjadi bagian dari 
implementasi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset 
Desa di Desa Bakung. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara 
mendalam, observasi, dan dokumentasi.  
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Teknik analisis data yang diadopsi adalah teknik analisis data Model 
Interaktif Menurut Miles dan Huberman. Teknik ini terdiri dan tiga alur 
kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Untuk menetapkan keabsahan data, 
teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi 
sebagai teknik pengujian keabsahan data adalah teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 
2002 : 178). Teknik trianggulasi sebagai metode keabsahan data akan 
menggunakan trianggulasi sumber. Triangulasi dengan sumber artinya 
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 
yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif 
(Patton, 1987:331). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bentuk-Bentuk Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Bakung 
Kabupaten Ogan Ilir 
Analisis pada bagian ini akan dibedakan menjadi tiga bagian yaitu (1) 
bentuk pengelolaan pada tahapan perencanaan dan pengelolaan aset desa; (2) 
tahapan pemanfaatan dan pengamanan aset desa; (3) dan tahapan 
penghapusan, pemindahtanganan & penatausahaan aset desa. 
Temuan penelitian pada tahapan perencanaan dan pengelolaan aset desa 
menunjukkan bahwa tahapan ini belum berjalan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang ada. Penjelasan informan penelitian secara implisit 
menunjukkan bahwa mereka belum memahami peraturan tersebut. Informan 
penelitian menyebutkan mengenai beberapa bentuk pengelolaan namun 
bukan merupakan pengelolaan aset desa seperti yang dimaksudkan secara 
rinci di dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. 
Informan penelitian juga menjelaskan bahwa pemerintah desa belum 
melakukan inventarisir aset desa. Kesulitan untuk menentukan klasifikasi aset 
desa adalah persoalan utama yang sepertinya melatar-belakangi belum 
dilaksanakannya penginventarisiran aset desa di desa ini. Kemudian informan 
penelitian juga menjelaskan bahwa secara eksplisit tidak terdapat tupoksi 
untuk masing-masing perangkat desa mengenai pengelolaan aset desa. Selain 
itu informan penelitian juga menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan 
aset desa di Desa Bakung belum terorganisir dengan baik dan tidak secara 
eksplisit dimasukkan di dalam RPJMDes ataupun RPKDes. Beberapa poin 
penjelasan tersebut membawa pada kesimpulan bahwa pada tahapan 
perencanaan dan pengelolaan aset desa bentuk pengelolaan yang dilakukan 
pemerintah desa belum sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang 
Pengelolaan Aset Desa.  
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Tahapan selanjutnya adalah tahapan pemanfaatan dan pengamanan aset 
desa. Dari penuturan informan diketahui bahwa prinsip pemanfaatan aset desa 
yang diarahkan untuk memberikan keuntungan ekonomis pada desa hingga 
saat ini belum dilakukan. Terdapat pasar desa yang seharusnya dapat dikelola 
menjadi aset desa namun hingga saat ini hanya digunakan sebagai pasar biasa 
saja tanpa ada regulasi desa yang mengaturnya. Informan penelitian 
menjelaskan bahwa belum terdapat aturan pada tingkat desa yang mengatur 
pemanfaatan pasar desa. Informan penelitian menambahkan bahwa 
pengelolaan pasar desa tersebut akan dilakukan dibawah Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) yang saat ini masih dalam tahapan perencanaan pembentukan 
dari BUMDes tersebut. 
Hal yang sama juga terjadi pada prosedur pengamanan aset desa. Dari 
hasil wawancara diketahui bahwa tata kelola terutama pada bidang 
pengamanan aset desa belum optimal bahkan dapat dikatakan belum 
dilakukan. Sampai pada identifikasi di tahapan pemanfaatan dan pengaman 
aset desa ini, bahkan belum ada informan penelitian yang mampu menjelaskan 
perbedaaan antara berbagai jenis aset desa termasuk apakah yang seharusnya 
menjadi aset desa dari sumber Kekayaan Asli Desa. Persoalan ini muncul 
karena dilatarbelakangi oleh masih kurangnya pemhaman pemerintah desa ini 
mengenai Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. 
Tahapan terakhir yaitu tahapan penghapusan, pemindahtanganan & 
penatausahaan aset desa. Hasil wawancara dengan informan 
penelitianmenunjukkan bahwa persoalan penghapusan, pemindahtanganan, 
dan penatausahaan aset desa belum pernah dilakukan di Desa Bakung. 
Informan penelitian menjelaskan bahwa sampai saat ini belum pernah 
dilakukan transaksi jual-beli mengenai properti yang menjadi kekayaan desa. 
Informan penelitian juga menambahkan bahwa meraka belum sepenuhnya 
tahu mengenai persoalan penghapusan aset desa karena pedoman dan tata 
caranya sendiri belum pernah pelajari. Apabila merujuk kepada peraturan 
perundangan terdapat beberapa ketentuan penghapusan aset desa yaitu (1) 
aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti 
waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota 
sebagai pendapatan daerah; (2) aset milik desa-desa yang digabung sebagai 
dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa; 
dan (3) uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan 
sarana prasarana desa. 
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Keberhasilan Implementasi Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang 
Pengelolaan Aset Desa 
Penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan publik 
dari Merilee S. Grindle dimana pengukuran keberhasilan implementasi 
kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu (1) isi kebijakan (content of 
policy) dan (2) lingkungan implementasi (context of implementation).  
Pada aspek pertama yaitu content of policy hasil wawancara dengan 
informan penelitian menunjukkan bahwa Permendagri No. 1 Tahun 2016 
Tentang Pengelolaan Aset Desa masih merupakan hal yang baru dan belum 
dipahami secara utuh oleh perangkat desa. Stakeholder dari Permendagri No. 1 
Tahun 2016 ini yang tentu saja adalah pemerintah desa dan masyarakat desa 
bahkan belum memahami pentingnya peraturan ini untuk dilaksanakan 
dengan sesuai aturan di desa demi meningkatkan kapasitas desa dan 
masyarakat desa. Pada saat ini pemerintah desa hanya memahami bahwa 
peraturan tersebut adalah sebuah peraturan yang poinnya menginstruksikan 
untuk mendata dan memilah apa saja yang masuk sebagai aset desa. Kondisi 
ini dapat disimpulkan bahwa kepentingan akan kebijakan atau derajat 
implementasi dalam istilah Grindle adalah belum tercapai. Dalam teori 
implementasi kebijakan model Grindle (1980) dikatakan bahwa setelah 
kebijakan ditransformasikan menjadi aksi maupun proyek individual dan biaya 
telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak 
berjalan mulus, tergantung pada implementability atau kemampuan 
implementasi dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks 
kebijakannya. 
Masih dalam ruang lingkup isi kebijakan, informan penelitian menjelaskan 
bahwa pada level peraturan pemerintahan kabupaten belum tersedia turunan 
dari Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Informan 
penelitian menjelaskan bahwa peraturan ini bahkan belum disosialisasikan 
kepada perangkat desa oleh pemerintah kabupaten. Demikian halnya 
mengenai pemahaman terhadap unsur pelaksana pengelolaan aset desa, 
mereka menjelaskan bahwa belum memahami unsur-unsur apa saja yang dapat 
masuk sebagai unsur pengelola aset desa.  
Dalam konteks implementasi kebijakan Grindle, salah satu syarat 
terlaksananya suatu implementasi kebijakan adalah bahwa target sasaran dari 
kebijakan tersebut harus memahami isi (content) dari kebijakan. Pemahaman 
mengenai isi kebijakan terutama oleh target groups, yang dalam hal ini juga 
dapat dikategorikan sebagai implementatornya, yaitu pemerintah desa adalah 
sangat penting karena akan memengaruhi pemahaman mengenai bagaimana 
sesungguhnya kebijakan terseut mengakomodasi kepentingan dari mereka 
sebagai target groups dari kebijakan. Mengutip Grindle bahwa sebelum 
kebijakan diimplementasikan perlu adanya transformasi kebijakan. Ide 
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dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah 
implementasi kebijakan dilakukan. 
Pada aspek yang kedua yaitu aspek context of implementation, Secara 
teoritis Grindle menyebutkan bahwa aspek ini mencakup beberapa hal yaitu: 
(1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh 
para aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik 
institusi dalam rejim yang sedang berkuasa, (3) tingkat kepatuhan dan 
responsivitas kelompok sasaran. Ketiga dimensi tersebut akan 
dioperasionalisasikan untuk melihat sejauh mana ketercapaian aspek ini di 
dalam implementasi Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset 
Desa. 
Informan penelitian menjelaskan bahwa belum terlalu banyak upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam implementasi peraturan ini. 
Persoalannya adalah bahwa peraturan ini relatif baru dan masih memerlukan 
waktu dan pemahaman untuk dapat diimplementasikan kepada perangkat 
desa yang menjadi bagian dari pemerintahan desa. Sehubungan dengan 
persoalan ini informan penelitian juga menjelaskan bahwa derivasi atau 
turunan dari peraturan ini pada kebijakan level kabupaten belum tersedia. 
Informan penelitian menjelaskan bahwa mereka belum mendapatkan adanya 
Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur 
tentang pengelolaan aset desa. Hingga saat ini menurut mereka belum ada 
sosialisasi kepada pemerintah desa mengenai Perda ataupun Perbub yang 
mengatur tentang kegiatan pengelolaan aset desa.  
Di dalam hierarki kebijakan, kebijakan publik yang bersifat strategis 
seperti kebijakan pada level nasional, masih memerlukan derivasi kebijakan 
berikutnya atau kebijakan publik penjelas atau yang sering disebut sebagai 
peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan (Nugroho, 2003:31). 
Pendapat lain mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan publik, 
terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung 
mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi 
kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.  
Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa bahwa persoalan utama yang 
terjadi dari implementasi Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan 
Aset Desa di Desa Bakung Kabupaten Ogan Ilir ini adalah bahwa target groups 
yaitu pemerintah desa belum memahami tujuan, maksud dan isi dari peraturan 
ini. Selain itu belum adanya derivasi kebijakan untuk peraturan ini menjadikan 
peraturan ini masih belum dikenal luas oleh pemerintah desa yang berakibat 
pada ketidakberhasilan pada level implementasi peraturan tersebut.  
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Faktor penghambat Implementasi Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang 
Pengelolaan Aset Desa 
Terdapat beberapa Faktor penghambat yang ditemukan untuk aspek isi 
kebijakan (content of policy) dan (2) lingkungan implementasi (context of 
implementation). Faktor-faktor penghambat ini akan diuraikan secara luas 
pada bagian ini. 
Pada dimensi content of policy faktor penghambat adalah pemerintah 
desa dan masyarakat desa bahkan belum memahami pentingnya peraturan ini 
untuk dilaksanakan dengan sesuai aturan di desa demi meningkatkan kapasitas 
desa dan masyarakat desa. Urgensi dari peraturan ini yang merupakan 
petunjuk teknis untuk pengelolaan aset desa yang pada akhirnya akan 
memberikan banyak kemanfaatan bagi masyarakat desa belum sepenuhnya 
dilaksanakan oleh perangkat desa dengan alasan bahwa peraturan ini adalah 
peraturan yang relatif baru. Pemahaman yang tidak konkrit dan rendah adalah 
persoalan yang mendasar di dalam dimensu ini yang menjadikan gagalnya 
implementasi kebijakan tersebut.  
Pada dimensi context of implementation faktor penghambat yang 
ditemukan adalah bahwa belum terlalu banyak upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah kabupaten dalam implementasi peraturan ini. Persoalannya adalah 
bahwa peraturan ini relatif baru dan masih memerlukan waktu dan 
pemahaman untuk dapat diimplementasikan kepada perangkat desa yang 
menjadi bagian dari pemerintahan desa. Selanjutnya masih di dalam dimensi 
ini faktor penghambat lainnya adalah belum tersedianya derivasi atau turunan 
dari Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dalam 
bentuk peraturan yang mengikat pada level Pemerintah Kabupaten.  
 
KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan diuraikan sebelumnya, 
terdapat beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Bentuk-bentuk upaya pengelolaan aset desa yang dilakukan di Desa 
Bakung Kabupaten Ogan Ilir belum sesuai dengan Permendagri No. 1 
Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Ketidaksesuaian tersebut 
terjadi pada tahapan pengelolaan & perencanaan, tahapan pemanfaatan 
& pengamanan, dan tahapan penghapusan, pemindahtanganan & 
penatausahaan aset desa. 
2. Implementasi Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset 
Desa dinyatakan belum berhasil. Dalam tinjauan teori implementasi. 
Grindle untuk dimensi content of policy masih banyak para pelaksana dan 
target kebijakan tidak memahami isi, maksud, dan tujuan dari peraturan 
tersebut. Untuk dimensi context of implementation ditemukan bahwa 
belum terlalu banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten 
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dalam implementasi peraturan ini. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir belum 
melakukan derivasi atau penurunan dari kebijakan ini ke dalam peraturan 
daerah yang lebih bersifat teknis dan disesuaikan dengan kondisi dari 
desa-desa di kabupaten Ogan Ilir. Secara teknis dalam tinjauan 
implementasi. Grindle kedua aspek ini menjadikan implementasi 
Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pada Desa 
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